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ABSTRAK
Nama Penyusun : Nurhidayanti
NIM : 10700111056
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap
Pengangguran Terdidik Di Sulawesi Selatan Periode
2003-2012
Pertumbuhan pengangguran terdidik belum sebanding lapangan kerja
yang tersedia, lulusan lulusan perguruan tinggi yang di harapkan mampu
memperbaiki bangsa ini kedepannya, tetapi malah terjebak dalam angka
pengangguran terdidik, yang mengalami fluktuasi, semakin terdidik seseorang
harapan untuk mendapatkan pekerjaan juga semakin tinggi, hal tersebut
membuat para lulusan terdidik lebih memilih menganggur daripada mendapatkan
pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan lulusan
terdidik selalu memperhatikan upah/gaji yang akan di perolehnya.  penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap
Pengangguran Terdidik  di Sulawesi Selatan Periode 2003-2012.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif
dengan menggunakan data sekunder. data sekunder diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS) dan instansi-instansi yang terkait. Kemudian data tersebut diolah
dan dianalisis menggunakan program SPSS 21 dengan metode analisis regresi
linear sederhana.
Hasil penelitian dengan metode Kuantitatif  melalui proses regresi
sederhana di peroleh hasil bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh Negatif
dan signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.02, Nilai koefisien regresi
sebesar 0,326, menyatakan bahwa setiap kenaikan Upah Minimum  Provinsi di
Sulawesi Selatan sebesar 1 % maka akan menurunkan pengangguran terdidik
sebesar 0,326, dan sebaliknya jika terjadi penurunan Upah Minimum Provinsi
maka pengangguran terdidik akan meningkat sebesar 0.326. sehingga dapat di
simpulakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini di terima, dengan demikian ada
pengaruh variabel upah minimum provinsi terhadap pengangguran terdidik di
Sulawesi selatan.
Kata Kunci :Upah Minimum Provinsi, Pengangguran Terdidik
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan pengangguran terdidik belum sebanding dengan lapangan
kerja yang tersedia, lulusan pendidikan tinggi yang langsung diterima bekerja
sangat sedikit akibatnya banyak lulusan pendidikan tinggi menganggur pasca
lulus.Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan
pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja.Hal tersebut
merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini.
Pengangguran terdidik sangat berkaitan dengan masalah pendidikan di
negara berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu
pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas dan pandangan masyarakat. Pada
masyarakat yang sedang berkembang, pendidikan dipersiapkan sebagai sarana
untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang
ada. Dalam arti lain tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna
jasa pendidikan.1
Pengangguran terdidik di negara-negara berkembang adalah sebagai
konsekuensi dari berperannya faktor-faktor penawaran (Supply Factors). Proses
bergesernya kelompok umur penduduk yang lahir dua puluh sampai tiga puluh
tahun sebelumnya dan mereka itu secara potensial memasuki pasar kerja, baik
setelah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atau terhenti. Selain itu,
1Payaman J Simanjuntak  ,Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia(Jakarta: lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985), h. 54.
2.
proses pendidikan di negara-negara sedang berkembang telah menghasilkan
berbagai dilema, upaya yang dilakukan untuk memperluas fasilitas pendidikan
guna pencapaian pemerataan hasil-hasil pendidikan ternyata tidak diiringi
dengan peningkatan kualitas tamatannya.Efek ganda dari dilema tersebut adalah
semakin banyaknya pencari kerja berusia muda dan berpendidikan.2
Secara makro, pengangguran tenaga kerja terdidik merupakan suatu
pemborosan. Apabila dikaitkan dengan opportunity cost yang dikorbankan oleh
negara akibat dari menganggurnya angkatan kerja terdidik terutama pendidikan
tinggi. Namun dalam pandangan mikro, menganggur mempunyai tingkat utilitas
yang lebih tinggi daripada menerima tawaran kerja yang tidak sesuai dengan
aspirasinya.Sedangkan jika dilihat dari segi ekonomis, pengangguran tenaga
kerja terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar daripada
pengangguran tenaga kerja kurang terdidik.Hal ini dapat dilihat dari konstribusi
yang gagal diterima perekonomian pada kelompok penganggur kurang terdidik.3
Lapangan pekerjaan merupakan indikator keberhasilan dalam
penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk
mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan dianggap
mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola
pikir dan cara bertindak yang baik. Sumber daya manusia seperti inilah yang
diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ke depan. Salah satu upaya
dalam mewujudkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan ini
2Elfindri dan Bahtiar, Ekonomi Ketenagakerjaan (Padang: Andalas University Press,
2004), h. 72
3Sutomo AM Susilo dan  Lies Susanti, Analisis pengangguran tenaga kerja terdidik
(Jakarta: Balai Pustaka,1999), h. 65.
3.
dikenal dengan kebijakan link and match.4, Kebijakan ini bertujuan untuk
mengoptimalkan dan mengefisienkan sumber daya manusia dengan sistem
pendidikan. Semakin selaras struktur tenaga kerja yang disediakan oleh sistem
pendidikan dengan struktur lapangan kerja, semakin efisien sistem pendidikan
yang ada. Sehingga dalam pengalokasian sumber daya manusia akan diserap oleh
lapangan kerja.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran
tenaga kerja terdidik. Dalam Sutomo, mengatakan bahwa pengangguran tenaga
kerja terdidik disebabkan tiga alasan penting, yaitu sebagai berikut: (1)
Ketimpangan struktural antara persediaan dan kesempatan kerja. (2) Terlalu
kuatnya pengaruh teori human capital terhadap cara berpikir masyarakat yang
menyebabkan timbulnya sikap yang seolah-olah mengkultuskan pendidikan
sekolah sebagai lembaga yang secara langsung mempersiapkan tenaga kerja yang
mampu dan terampil bekerja. (3) Program pendidikan kejuruan yang terlalu
diatur dengan besarnya peranan menengah dan pendidikan profesional jenjang
pendidikan tinggi. Sementara peran lembaga pendidikan swasta dan dunia usaha
masih terlalu kecil.
Masih tingginya angka pengangguran terdidik saat ini, memang semakin
melengkapi catatan hitam pendidikan bangsa ini.Para lulusan perguruan tinggi
yang diharapkan mampu meminimalisir angka pengangguran ternyata juga tidak
mampu menjawab tantangan zaman di era globalisasi.Walhasil, mereka pun
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari krisis multidimensi yang terjadi saat
4Ace Suyadi, Kesenjangan Strukutur Persediaan Dan Pemerataan Tenaga Kerja
Terdidik (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 69.
4.
ini.Pada faktanya, pendidikan hanya dijadikan stratifikasi sosial seseorang.Tanpa
bisa memberikan jaminan kualitas dari lulusannya itu sendiri.
Lulusan-lulusan perguruan tinggi yang diharapkan mampu memperbaiki
bangsa ini kedepannya.Tetapi malah terjebak pada angka pengangguran terdidik
yang selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya.semakin terdidik seseorang,
harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan juga semakin tinggi. Hal
tersebut membuat angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur
daripada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
Pengangguran tenaga kerja terdidik tersebut menunjukkan perkembangan yang
cukup menarik untuk diamati.5
Jumlah tamatan pendidikan penduduk menggambarkan tingkat
ketersediaan tenaga terdidik atau sumber daya manusia pada daerah tersebut.
Semakin tinggi tamatan pendidikan maka semakin tinggi pula keinginan untuk
bekerja. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin
tinggi pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dimana TPAK
merupakan perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja.
Dilihat dari dampak ekonomis yang ditimbulkan, pengangguran tenaga
kerja terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar dari pada
pengangguran tenaga kerja kurang terdidik.Hal ini dapat dilihat dari kontribusi
yang gagal diterima oleh perekonomian dari tenaga kerja terdidik yang
menganggur lebih besar daripada kontribusi yang gagal diterima perekonomian
5 Elwin Tobing, pengangguran tenaga kerja terdidik(Jakarta: Gramedia , 1994), h. 88.
5.
pada kelompok pengangguran kurang terdidik.6
Pengangguran terdidik di Indonesia merupakan masalah besar bangsa
Indonesia.Pengangguran terdidik dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan
angka yang cukup mengkhawatirkan. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas) 2012 diperoleh data-data bahwa 13,6% lulusan perguruan tinggi
(akademi dan universitas) adalah Penganggur. Menurut data Sakernas 2012 saja,
dari 7,159 juta para pencari kerja yang berasal dari lulusan perguruan tinggi,
terdapat 963.800 orang berstatus pengangguran secara terbuka. Tahun 2013
jumlah tersebut diperkirakan berada pada kisaran 1 juta orang lebih penganggur
yang bergelar Sarjana atau penyandang Diploma.
Hal ini menjadi masalah pemerintah daerah sesuai dengan otonomi yang
berlaku karena pengangguran terdidik tersebut mencerminkan kegagalan
pemerintah dalam hal melakukan perluasan kesempatan kerja dan kegagalan
dalam menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi yang tidak hanya
mengandalkan kemampuan akademik saja melainkan kemampuan untuk dapat
bersaing didunia kerja.
Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik
telah menjadikan masalah yang makin serius.Kemungkinan ini disebabkan bahwa
semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka makin tinggi pula
aspirasi untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai.
Proses untuk mencari kerja yang lebih lama pada kelompok pencari kerja terdidik
disebabkan mereka lebih banyak mengetahui perkembangan informasi di pasar
6 Mauled Mulyono, pengangguran tenaga kerja terdidik ( Jakarta: Bumi Aksara, 1997),
h. 97.
6.
kerja, dan mereka lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati
dan menolak pekerjaan yang tidak sesuai.7
Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat
dalam wilayah administratif Jawa Tengah, Indonesia.daerah tersebut memiliki
tingkat partisipasi angkatan kerja yang paling tinggi jika di bandingkan dengan
seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah yaitu sebesar 74,83 persen. Dengan
kata lain Kabupaten Semarang menjadi salah satu kabupaten yang sukses dalam
hal penyelenggaraan pendidikan, Tetapi dibalik kesuksesan dalam
penyelenggaraan pendidikann penyerapan tenaga kerja di Kabupaten tersebut
dirasa masih cukup kecil, kenderungan pada peningkatan pengangguran
pendidikan tinggi tidak menghentikan upaya pemerintah untuk meningkatkan
proporsi tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi dalam angkatan kerja.
Dengan peningkatan kapasitas perguruan tinggi maupun memberikan
kesempatan pihak swasta untuk mendirikan perguruan tinggi dengan program
studi yang diperlukan dalam era globalisasi.Tidak hanya di Jawa Tengah,
masalah pengangguran juga terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah.Salah
satunya di Kabupaten Semarang.
Banyaknya pencari kerja menurut tingkat pendidikan di Kabupaten
Semarang tahun 2004-2008 mengalami perkembangan yang fluktuatif.Dimana
pada tahun 2005 merupakan puncak atau titik tertinggi jumlah pencari kerja,
karena pada tahun-tahun berikutnya jumlah pencari kerja mengalami penurunan
yang cukup besar. Dapat dilihat pada tahun 2006 pencari kerja mengalami
7Mauled Muliyono, pengangguran tenaga kerja terdidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),
h. 106.
7.
penurunan sebesar 1.494 jiwa, yaitu dari 5.285 jiwa pada tahun 2005 menjadi
3.791 jiwa pada tahun 2006, yang didominasi oleh pencari kerja dengan tamatan
SLTA sebesar 2.243 jiwa atau 59,17 persen. Pada tahun 2007 jumlah pencari
kerja mengalami penurunan kembali menjadi 3.382 jiwa, sama seperti tahun
sebelumnya pada tahun ini pencari kerja dengan tamatan SLTA mendominasi,
dengan jumlah sebesar 1.875 jiwa atau 55,44 persen.Pada tahun 2008 jumlah
pencari kerja mengalami kenaikan kembali yang cukup besar dengan kenaikan
982 jiwa yang kembali didominasi oleh pencari kerja dengan tamatan SLTA,
sebesar 1.865 jiwa atau 53,44 persen. Dapat dilihat proporsi pencari kerja dengan
tamatan pendidikan SLTA dan universitas / akademi lebih banyak dari pencari
kerja dengan tamatan pendidikan di bawahnya, hal ini menunjukkan bahwa
pencari kerja lebih di dominasi oleh pencari kerja terdidik.
Pengangguran terdidik salah satu masalah di Sulawesi Selatan, yang
menjadi masalah serius adalah bagaimana pengangguran yang ada ini bukan
cuma pengangguran yang memang tidak lanjut sekolah karena ketiadaan biaya
tapi yang memprihatinkan adalah mereka yang tidak bekerja tetapi latar
belakang pendidikan mereka tinggi atau lulusan akademi atau
universitas.Pertumbuhan pengangguran terdidik yang mengalami fluktuasi akibat
dari semakin banyaknya lulusan para perguruan tinggi yang belum mendapatkan
kesempatan kerja.Para lulusan pendidikan tinggi yang diharapkan mampu
meminimalisir pengangguran di Sulawesi Selatan juga tidak mampu terserap ke
dalam lapangan kerja yang ada.
8.
9.
Tabel 1
Tingkat Pengangguran Terdidik di Sulawesi Selatan periode 2003-2012
TAHUN
JUMLAH PENCARI
KERJA LULUSAN
DIPLOMA KEATAS
ANGKATAN
KERJA
PENGANGGURAN
TERDIDIK
2003 299.895 3.412.968 8,78
2004 339.658 3.521.854 9,64
2005 362.589 3.652.147 9,92
2006 371.243 3.698.547 10,03
2007 372.714 3.312.177 11,25
2008 311.768 3.447.879 9,04
2009 314.664 3.536.920 8,90
2010 298.952 3.571.317 8,37
2011 236.926 3.612.424 6,56
2012 208.983 3.560.891 5,87
Sumber : Badan Pusat Statistik(BPS) Propinsi Sulawesi Selatan,2013
Berdasarkan Tabel 1 di atas, tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi
selatan selama tahun 2003-2012 mengalami penurunan dari 8,78% pada tahun
2003 menjadi 5,87 % pada tahun 2012. Penurunan ini di sebabkan menurunnya
jumlah pencari kerja lulusan diploma ke atas dari 299.895 pada tahun 2003
menjadi 208.983 pada tahun 2012.
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Tabel 2
Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi
Selatan 2003-2012
Pada tabel 2 di atas dapat kita lihat tingkat upah minimum Provinsi
Sulawesi Selatan selama tahun 2003 sampai 2012 mengalami kenaikan terus
menerus dari tahun ketahun. Dimana pada tahun 2003 upah minimum di
Sulawesi Selatan sebesar Rp375.000,- perbulan, kemudian pada tahun 2004 upah
minimum sulawesi selatan sebesar Rp415.000,- perbulan atau naik sekitar
10,67%. Dan pada tahun 2006-2007 mengalami kenaikan dimana upah minimum
pada saat 2006 sebesar Rp510.000,- sedangkan pada tahun 2007 upah minimum
sebesar Rp612.000,- yang berarti naik sekitar 20%. Pada tahun 2010 upah
minimum naik sebesar Rp1.000.000,- sampai dengan tahun 2012 upah minimum
mencapai angka sebesar Rp1.200.000,- perbulan.
TAHUN UPAH MINIMUM PROVINSI (Rp) PERTUMBUHAN(%
)2003 375000 -
2004 415000 10,67
2005 455000 9,63
2006 510000 12,08
2007 612000 20
2008 679200 10,98
2009 950000 39,87
2010 1000000 5,26
2011 1100000 10
2012 1200000 9,09
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan,2013
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Berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang telah dijelaskan diatas maka
menarik untuk mengamati masalah pengangguran terdidik dan mengkaji lebih
dalam lagi kondisi pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan. Judul penelitian
yang akan diangkat adalah“Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap
Pengangguran Terdidik di Sulawesi Selatan”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu, Apakah terdapat pengaruh antara upah minimum provinsi
terhadap penggangguran terdidik di Sulawesi selatan.
C. Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Maka hipotesis yang di ajukan
adalah: Diduga bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap pengangguran terdidik di Sulawesi selatan.
D. Definisi Operasional
Untuk pembahasan lebih lanjut, penulis memberikan batasan variabel-
variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:
1. Tingkat Pengangguran Terdidik (variabel terikat)
Tingkat pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja
yang tamat pendidikan diploma ke atas (sebagai kelompok terdidik) terhadap
besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut dimana pada tahun 2003-2012
yang diukur dalam satuan %.
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2. Upah Minimum provinsi (variabel bebas: X1)
Berdasarkan tingkat upah pekerja yang disepakati oleh pemerintah,
pengusaha dan pekerja melalui serikat pekerja yang di tentukan tiap
tahun.Diambil dari data upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan dimana pada
tahun 2003-2012 dalam satuan rupiah.
E. Penelitian Terdahulu
Merizal (2008),Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten
dan Kesempatan Kerja terhadap Pengangguran Terdidik di Kabupaten Semarang,
dengan menggunakan metode analis regresi berganda .Hasil penelitian ini telah
menggunakan hipotesis bahwa apabila jumlah tamatan SMU naik maka akan
menurunkan Jumlah pengangguran terdidik. Apabila tingkat UMK/Upah
Minimum Kabupaten naik maka akan menurunkan Jumlah pengangguran
terdidik. Apabila jumlah kesempatan kerja naik maka akan menurunkan Jumlah
pengangguran terdidik. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini
adalah bahwa kenaikan tenaga terdidik akan tidak mempengaruhi kenaikan angka
pengangguran terdidik Tingkat perubahan UMK tidak mempengaruhi perubahan
angka pengangguran terdidik meski tidak konsisten dengan teori oleh karena itu
angka pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh besar
kecilnya UMK. Kesempatan kerja tidak mengalami peranan penting dalam
mempengaruhi peningkatan atau penurunan angka pengangguran terdidik.
Sari (2008) Analisis Pengaruh Tingkat pendidikan, Pertumbuhan
Ekonomi dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat,dengan
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menggunakan metode analisis multikorelasi hasil penelitian menunjukan bahwa
tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran
terdidik di Sumatera Barat. sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh
signifikan dan positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat, serta
upah berpengaruh signifikan yang negatif terhadap pengangguran terdidik di
Sumatera Barat.8Analisis Pengaruh Pendidikan, Keterampilan dan Upah terhadap
Lama Mencari Kerja Pada Tenaga Kerja Terdidik di Kabupaten Demak, dengan
menggunakan metode analisis regresi berganda, Hasil analisis regresi
menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas (Tingkat Pendidikan,
Tingkat Keterampilan, Tingkat Upah) secara bersamasama memiliki pengaruh
terhadap tingkat pengagguran terdidik yang terjadi di Kota Semarang. Nilai R2
sebesar 0,4382 yang berarti sebesar 44,2 persen merupakan penjelas terhadap
variabel dependen. Sedangkan 55,8 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain
diluar model yang digunakan.9
Suroso (2008) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Mencari
Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kota Makassar,dengan menggunakan
metode analilis analisis regresi linear berganda, Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel pendapatan keluarga bukanlah faktor yang mempengaruhi lama
mencari kerja. Variabel pengalaman kerja, jenis kelamin, dan jenis sekolah
memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap lama mencari
8Sari, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap
Pengangguran Terdidik Di Sumatra Barat”, Skripsi (Padang: Fak. Ekonomi Universitas Andalas,
2008), h. 80.
9 Suroso, “Analisis Pengaruh Pendidikan, Keterampilan dan Upah Terhadap Lama
Mencari Kerja Pada Tenaga Kerja Terdidik Di Kab. Demak”, Skripsi
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kerja.Sedangkan tingkat pendidikan, umur, dan status dalam rumah tangga
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap lama mencari kerja.10
G. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh variabel upah minimum terhadap pengganguran terdidik di
Sulawesi selatan.
H. Manfaat Penelitian
1. Berguna sebagai salah satu informasi dan untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh dari variabel upah minimum provinsi terhadap
pengangguran terdidik terutama di Sulawesi Selatan.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat
dijadikan salah satu referensi bagi para peneliti yang akan datang.
10Putra ,“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga
Kerja Terdidik Di Kota Makassar”, Skripsi
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Teori Tenaga Kerja
1. Pengertian Tenaga Kerja
Menurut Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003,
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Sedangkan menurut Depnakertrans, tenaga kerja merupakan setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Depnakertrans juga
mendefenisikan tenaga kerja sebagai setiap laki-laki atau wanita yang berumur
15 tahun ke atas yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tenaga kerja mencakup penduduk yang berusia 14-60 tahun yang sudah
atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan
kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.11
tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga macam apabila dilihat dari
tingkat keahliannya, yaitu tenaga kerja tidak ahli, yang merupakan tenaga kerja
yang tidak mempunyai keahlian dan hanya mengandalkan kekuatan fisik saja,
11 Payaman J  Simanjuntak, Pengantar Sumber Daya Manusia (Jakarta: fakultas ekonomi
Universitas indonesia, 2001), h. 92
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tenaga kerja semi yang merupakan tenagakerja yang tidak hanya mengandalkan
keahlian, dan tenaga kerja ahli yang mengandalkan keahlian dan
kemampuannya.12
Tenaga kerja itu sendiri terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan
kerja.Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan
menganggur.Sedangkan bukan angkatan kerja dibedakan menjadi golongan yang
bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan yang
menerima pendapatan.
Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang
mampu terlibat dalam proses produksi. Yang digolongkan bekerja yaitu mereka
yang sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa atau
mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau
bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling sedikit 1 jam
dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari kerja
adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang
aktif mencari pekerjaan.13
Menurut BPS, bahwa angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatannya
dalam periode referensi (seminggu) adalah bekerja dan mencari pekerjaan.
Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatannya dalam
periode referensi (seminggu) adalah sekolah, mengurus rumah tangga maksudnya
ibu-ibu yang bukan merupakan wanita karier atau bekerja dan
12 Kusnadi, Pengantar Bisnis Niaga (STAIN: Malang, 1998), h. 45
13Mulyadi Subri, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Prespektif Pembangunan
(Jakarat: Rajawali, 2003), h. 52
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lainnya.Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak bekerja dan saat ini
sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk juga mereka yang pernah bekerja atau
sekarang sedang dibebastugaskan sehingga menganggur dan sedang mencari
pekerjaan. Mencari pekerjaan adalah mereka yang bekerja, tetapi karena sesuatu
hal masih mencari pekerjaan atau mereka yang di bebastugaskan dan akan
dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau
mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
Seberapa besar jumlah orang yang bersedia menawarkan jasanya guna
membantu terselesaikannya suatu proses produksi, tergantung kepada besarnya
penyediaan atau supply tenaga kerja di dalam masyarakat. Jumlah orang yang
bersedia untuk menjadi tenaga kerja terdiri dari golongan yang telah bekerja dan
golongan yang siap untuk bekerja dan golongan yang sedang berusaha untuk
mencari pekerjaan.Untuk itu keadaan ini dinamakan angkatan kerja atau labour
force.14, sedangkan untuk konsep angkatan kerja secara menyeluruh dinamakan
Total Labour Force. Konsep Total Labour Force ini digunakan untuk
merumuskan jumlah keseluruhan angkatan kerja dari semua individu yang tidak
dilembagakan dan yang berusia 16 tahun ataupun yang lebih tua dalam satu
minggu, termasuk di dalamnya adalah angkatan militer.
Sedangkan proses dimana terjadinya penempatan atau hubungan kerja
melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja disebut pasar kerja. Seseorang
yang telah masuk dalam pasar kerja adalah mereka yang bersedia untuk
menawarkan jasanya kelancaran proses produksi. Pasar tenaga kerja ini dapat
14 Payaman J  Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta:
FEUI,1985, h. 73
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digolongkan menjadi pasar tenaga kerja terdidik dan pasar tenaga kerja tidak
terdidik.Kedua bentuk pasar tenaga kerja ini memiliki perbedaan dalam beberapa
hal.Pertama, tenaga kerja terdidik umumnya mempunyai produktivitas kerja
lebih tinggi daripada yang tidak terdidik.Produktivitas pekerja pada dasarnya
tercermin dalam tingkat upah.
penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat
pendidikannya. Kedua, dari segi waktu, supply tenaga kerja terdidik haruslah
melalui proses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, elastisitas supply
tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil daripada elastisitas supply tenaga kerja
tidak terdidik. Ketiga, dalam proses pengisian lowongan, pengusaha memerlukan
lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenaga kerja terdidik daripada tenaga kerja
tidak terdidik.
Terdapat tiga golongan dalam angkatan kerja yaitu (1) golongan
menganggur atau golongan yang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha
untuk mencari pekerjaan. (2) Golongan setengah menganggur, atau mereka yang
tenaganya kurang dimanfaatkan dalam bekerja jika dilihat dari segi jam kerja,
produktivitas kerjanya, dan juga pendapatan yang diterima. Golongan setengah
menganggur ini dikelompokkan menjadi dua golongan kecil, yaitu setengah
menganggur kentara, yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan
setengah menganggur tidak kentara atau terselubung, yang mempunyai
produktivitas dan pendapatan yang rendah. (3) Bukan angkatan kerja yang dibagi
lagi menjadi golongan yang masih berstatus sekolah, yaitu mereka yang
mempunyai kegiatan utama sekolah saja, golongan yang mengurus rumah tangga,
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yaitu mereka yang mempunyai kegiatan sehari-hari hanya mengurus rumah
tangga tanpa memperoleh imbalan berupa upah, dan golongan lain-lain, yaitu
golongan penerima pendapatan, adalah mereka yang tidak melakukan suatu
kegiatan ekonomi tetapi tetap memperoleh penghasilan seperti tunjangan
pensiun, bunga atas simpanan atau sewa atas milik, dan golongan yang hidupnya
tergantung dari orang lain, contohnya lanjut usia, cacat, sedang dalam penjara
atau sakit kronis.
Golongan ini dapat dikatakan sebagai Potential Labour Force, karena
pada saat yang tidak dapat ditentukan golongan ini akan dapat digunakan
tenaganya untuk bekerja. Potential Labour Force terdiri dari discouraged
workers, yaitu golongan angkatan kerja yang menarik diri dari pasar kerja untuk
sementara waktu yang disebabkan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang
diharapkan, angkatan kerja sekunder, adalah golongan yang bekerja bila situasi
pasar kerja lebih menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan walaupun hanya
sementara saja, dan akan kembali kepada kehidupan semula jika kondisi pasar
kerja sudah tidak menjanjikan, dan angkatan kerja primer adalah golongan yang
terus berada dalam pasar kerja.
pendekatan angkatan kerja dan pendekatan penggunaan tenaga kerja tidak
dapat dipisahkan satu sama lain karena kedua pendekatan ini akan saling
melengkapi. Pendekatan penggunaan tenaga kerja dapat memberikan gambaran
yang lebih luas jika dibandingkan dengan pendekatan angkatan kerja yang hanya
membedakan antara bekerja dan menganggur saja, padahal masih ada golongan
penganggur baik yang kentara maupun yang tidak kentara.Hal itu sepertinya
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masih tidak terfikirkan oleh pendekatan penggunaan angkatan kerja, masalah
inilah yang dicoba untuk dipecahkan oleh pendekatan penggunaan angkatan
kerja.Titik yang menjadi konsentrasi pendekatan penggunaan angkatan kerja
adalah mereka yang setengah menganggur, karena angka dalam pengangguran ini
yang dapat menjadikannya terciptanya pengangguran terbuka.15
Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari
jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan.16,bahwa tingkat
pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari
jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan.
Ada beberapa perbedaan antara pasar tenaga kerja terdidik dan pasar kerja
tenaga tidak terdidik yaitu produktivitas kerja tenaga kerja terdidik lebih tinggi
daripada tenaga kerja tidak terdidik, penyediaan tenaga kerja terdidik harus
melalui sistem sekolah yang memerlukan waktu yang lebih lama sehingga
elastisitas penyediaan tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil dari penyediaan
tenaga kerja tidak terdidik, tingkat partisipasi tenaga kerja tenaga terididk lebih
tinggi daripada tingkat partisipasi tenaga kerja tidak terdidik, tenaga kerja
terdidik umumnya datang dari keluarga yang lebih berada, lamanya
pengangguran lebih panjang di kalangan tenaga kerja terdidik daripada di
kalangan tenaga kerja tidak terdidik. Adapun ayat yang berkaitan dengan
penelitian ini dapat dilihat dalam Q.S At taubah ayat 105:


15PayamanJ Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia,
(Jakarta:FEUI,1985), h. 87.
16 Mulyadi Subri ,Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta: FEUI, 2003), h. 97.
21
.





Terjemahan
Bekerjalah Kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan
melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang
Mengetahui akan yang gaib dan yang Nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan
Dalam ayat tersebut diatas menjelaskan Terjemahannya:Dan katakanlah:
"bahwa kita di wajibkan selalu mengingat Allah dengan selalu melaksanakan
kewajiban kita sebagaimana seorang muslim pada umumnya, Allah telah
menganjurkan setiap ummatnya untuk bekerja  dan mencari pekerjaan untuk
kebutuhan sehari hari, setiap ummatnya telah di tentukan rezekinya masing
masing, olehnya itu memperoleh nikmat dan dunia, janganlah sekali kali kita
meninggalkan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, terutama kewajiban untuk
shalat, menuntut ilmu, mencari pekerjaan, dan mencari rezeki.
B. Teori Upah dan Sistem Pengupahan
Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang,
yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan
tunjangan tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport,
uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak
termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan,
tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin (BPS, 2008).
Dalam kenyataaannya, hanya sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat
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persaingan sempurna.Dalam menganalisis pendapatan tenaga kerja, kita perlu
mengetahui upah riil yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau upah
nominal dibagi oleh biaya hidup.Tingkat upah umum ini yang kemudian diadopsi
menjadi tingkat upah minimum yang biasanya ditentukan oleh pemegang
kebijakan pemerintah.17
Standar upah buruh harus ada batasan minimumnya. Negara berkembang
tidak boleh seenaknya menentukan upah buruh serendah mungkin.18, Perwujudan
penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum
atas dasar kebutuhan hidup layak, Yang dimaksud dengan upah minimum adalah
upah paling rendah yang diizinkan untuk dibayar oleh perusahaan kepada para
pekerjanya.
Kebijakan pemerintah tentang penetapan upah minimum dapat
berpengaruh secara langsung terhadap penanaman modal dalam negeri. Oleh
karena itu pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik
kebijakan dalam menetapkan tingkat upah. Disatu sisi, dengan penentuan upah
minimum yang tinggi akan memberatkan sisi produsen sebagai pemakai faktor
tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan produksi. Tetapi di lain sisi penentuan
upah minimum yang terlalu rendah akan menekan kesejahteraan pekerja.
Upah tenaga kerja dibedakan atas dua jenis, yaitu upah uang dan upah rill.
Upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja dari para pengusaha
sebagai pembayaran atas tenaga fisik pekeja yang digunakan dalam proses
17 Paul Samuelson dan William D, Makro Ekonomi (Jakarta:Erlangga, 1999), h. 95
18 Gie Kwiek Kian, Gonjang Ganjing Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1998), h.
102.
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produksi. Upah rill adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut
kemampuan upah tersebut membeli barang/jasa yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan pekerja.
Untuk itu upah yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah rill yang
diterima oleh tenaga kerja perbulan.Dalam pencapaian kesejahteraan tenaga
kerja, upah memegang peranan penting. Pada prinsipnya sistim pengupahan
adalah mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya dan
mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang .19
Hubungan antara inflasi dan pengangguran mulai menarik perhatian para
ekonom pada akhir tahun 1950-an, A.W Philips di dalam tulisannya dengan judul
The Relation Between Unempoyment and The Rate of Change of money Wage
rate in the United Kingdom, yang dimuat pada jurnal Economica edisi bulan
November 1958 halaman 283-300 isinya antara lain memperkenalkan hubungan
yang sistematik, maksudnya di sini bahwa terdapat trade off antara inflasi dan
pengangguran yang terjadi di Inggris. Studi yang dilakukan A.W Philips
mengenai hubungan antara kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran
pada para pekerja di Inggris pada tahun 1957-1986.
Garis lengkung menunjukkan hubungan negatif antara persentase
perubahan tingkat upah dan pengangguran yang lebih dikenal dengan sebutan
Kurva Philips (Philips Curve), antara tingkat inflasi dan tingkat upah pekerja
yang dibuktikan dengan kenaikan tingkat upah yang tinggi mengakibatkan
menurunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang
19 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi (Jakarta:Raja grafindo Persada, 1994), h.
45.
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tinggi disertai dengan menurunnya tingkat upah (pada saat upah rendah).20
Hasil temuan A.W Philips selanjutnya dikembangkan di Amerika Serikat
oleh Paul Samuelson dan Robert Solow dengan melakukan sedikit modifikasi.
Hasil studi Paul Samuelson dan Robert Solow membuktikan adanya hubungan
negatif antara laju pertumbuhan inflasi dan laju pertumbuhan pengangguran
(tingkat pengangguran). Kurva Philips membuktikan bahwa antara stabilitas
harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan
karena harus ada trade off.
Jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, berarti sebagai
konsekwensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi.Sistem
pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan. Sistim
pengupahan di Indonesia pada umumnya berdasarkan pada tiga fungsi upah
yaitu:
1. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja sekarang.
3.Menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktifitas kerja.21
Sistem penggajian di Indonesia berbeda-beda bagi pekerja, karena pada
umumnya mempergunakan gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan dan
masa kerja.Pangkat seseorang umumnya didasarkan pada tamatan pendidikan
dan pengalaman kerja. Sistim pengupahan di Indonesia mempunyai beberapa
masalah yaitu: Masalah pertama bahwa pengusaha dan karyawan pada umumnya
20 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan (Jakarta:FEUI, 1999), h. 35.
21 Payaman J Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber DayaManusia,(Jakarta:FEUI,
1998), h. 96.
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mempunyai pengertian yang berbeda mengenai upah. Bagai pengusaha, upah
dipandang sebagai beban, karena semakin besar upah yang dibayarkan pada
karyawan, semakin kecil proporsi keuntungan bagi pengusaha. Dipihak lain,
karyawan dan keluarga biasanya menganggap upah sebagai apa yang diterimanya
dalam bentuk uang. Masalah kedua di bidang pengupahan berhubungan dengan
keragaman sistim pengupahan dan besarnya ketidakseragaman antara
perusahaan-perusahaan.
Sehingga kesulitan sering ditemukan dalam perumusan kebijaksanaan
nasional, misalnya dalam hal menentukan pajak pendapatan, upah minimum,
upah lembur dan lain-lain.Masalah ketiga yang dihadapi dalam bidang
pengupahan dewasa ini adalah rendahnya tingkat upah atau pendapatan
masyarakat. Banyak karyawan yang berpenghasilan rendah bahkan lebih rendah
dari kebutuhan fisik minimumnya yang menyebabkan rendahnya terhadap
tingkat upah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu
pertama rendahnya tingkat kemampuan manajemen pengusaha di mana tingkat
kemampuan manajemen yang rendah menimbulkan banyak keborosan dana,
sumber-sumber dan waktu yang terbuang percuma. Akibatnya karyawan tidak
dapat bekerja dengan efisien dan biaya produksi per unit menjadi besar.
Dengan demikian pengusaha tidak mampu membayar upah yang
tinggi.Penyebab kedua rendahnya produktivitas kerja karyawan sehingga
pengusaha memberikan imbalan dalam bentuk upah yang rendah juga.Akan
tetapi rendahnya produktivitas kerja ini justru dalam banyak hal diakibatkan oleh
tingkat penghasilan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat
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pendidikan, keterampilan dan keahlian yang kurang, serta nilai gizi yang juga
rendah.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, pemerintah telah
mengembangkan penerapan upah minimum.Sasarannya adalah supaya upah
minimum itu paling sedikit cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum pekerja
dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan penentuan upah minimum adalah:
(a) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. (b) Menjamin penghasilan
karyawan sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu. (c)
Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang
lebih efisien.
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam
pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya menambah cara-
cara melaksanakan kerja yang baik dan juga dapat mengambil keputusan dalam
pekerjaan atau dengan kata lain pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja
yang langsung dengan pelaksanaan tugas akan tetapi juga merupakan landasan
untuk pengembangan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana dan
prasarana yang ada di sekitar kita untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
Semakin tinggi tamatan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula
kemampuan dan kesempatan untuk bekerja dengan tamatan pendidikan yang
tinggi yang mempunyai mutu atau kualitas yang tinggi kesempatan bekerja
semakin besar dengan begitu meminimalisir pengangguran yang ada.Peranan
pendidikan formal untuk meningkatkan keterampilan sudah diakui oleh semua
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negara.Pendidikan formal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan bagi pekerja untuk kepentingan pembangunan,
tetapi pendidikan formal juga bisa memberikan nilai-nilai, cita-cita, sikap dan
aspirasi langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan
pembangunan.
Dalam konsep ketenagakerjaan fungsi pendidikan memiliki dua dimensi
penting yaitu dimensi kuantitatif yang meliputi kemampuan intuisi pendidikan
sebagai pemasok tenaga kerja terdidik atau untuk mengisi lowongan kerja yang
tersedia, dan dimensi kualitatik yaitu penghasil tenaga kerja terdidik yang
selanjutnya dapat dibentuk menjadi tenaga kerja penggerak pembangunan .22
Fungsi pertama sistem pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja terdidik
memiliki arti penting dalam menjawab lapangan kerja yang membutuhkan tenaga
kerja terampil dan terlatih dalam berbagai jenis pekerjaan.Penyediaan tenaga
kerja terdidik meliputi jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan
lapangan kerja, baik untuk usaha industri, perusahaan, maupun
perkantoran.Fungsi kedua adalah dalam menghasilkan lulusan yang dapat
berfungsi sebagai tenaga penggerak pembangunan.
Sesuai dengan fungsi ini, sistem pendidikan dan pelatihan harus membuka
cakrawala yang lebih luas bagi tenaga kerja yang dihasilkannya, khususnya di
dalam menciptakan lapangan kerja dari sudut yang lebih luas tidak hanya
terbatas pada lapangan kerja formal, tetapi juga pada lapangan kerja potensial
yang dapat digali melalui kesempatan berusaha secara mandiri. Dengan konsep
22 Michael Todaro, Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, (Jakarta:Balai aksara, 1978), h.
112.
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ini, setiap tambahan lulusan sekolah tidak seharusnya menuntut disediakannya
lapangan kerja, melainkan sebaliknya harus mampu menjadi tambahan kekuatan
untuk menciptakan kesempatan kerja baru .23
C. Teori Pengangguran dan Pengangguran Terdidik
Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari
jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan.24,Pengangguran
adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari
selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha mencari. Pengangguran
merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan
tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir
untuk mencapai pekerjaan.
Badan Pusat Statistik mendefinisikan penganggur sebagai mereka yang
tidak bekerja atau mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum bekerja yang
sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.Termasuk didalam kategori ini adalah
mereka yang sudah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan
sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu, sebulan
pencarian, jadi mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan dan
permohonannya telah dikirim lebih satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai
pencari kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu daerah/wilayah
bias didapat dari presentasi membagi jumlah pengangguran dengan jumlah
23 Aris Ananta ,Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek Dan Permasalahan
EkonomiIndonesia (Jakarta:Sinar Harapan, 1989), h. 25.
24 Mulyadi Subri, Ekonomi Sumber Daya Manusia(Jakarta:Rajawali Pers, 2003), h. 32.
29
.
angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.
Menurut konsep yang digunakan Badan Pusat Statistik dalam
SAKERNAS  angkatan kerja yang merupakan penduduk usia kerja (10 tahun
atau lebih) punya pekerjaan sementara, tidak bekerja dan mencari pekerjaan.
Sedangkan yang diartikan bekerja disini adalah mereka yang melakukan
pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan
atau keuntungan dan lamanya bekerja sedikit satu jam secara terus menerus
dalam seminggu yang lalu.
Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan kepada tiga
jenis yaitu (1) Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena
kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja
yang ada.Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan
selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau
kurangnya informasi.Pengangguran friksional dapat pula terjadi karena
kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru terdapat
bukan di sekitar tempat tinggal si pencari kerja. (2) pengangguran stuktural
terjadi karena perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian.
Perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak
pencari kerja tidak mampu menyesuikan diri dengan keterampilan baru tersebut.
(3) Pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari ketidakcukupan pada
permintaan agregat untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pencari
kerja. Pengangguran siklikal ini diukur karena tidak adanya kecukupan pada
lapangan kerja yang tersedia.Pengangguran ini sangat terkait dengan perubahan
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pada siklus kegiatan ekonomi. (4) Pengangguran tersembunyi dapat terjadi
apabila penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan
penambahan yang berarti pada tingkat produksi. (5) Pengangguran musiman
seringkali muncul pada waktu-waktu tertentu pada satu tahun, biasanya terjadi
berkaitan dengan perubahan musim pada suatu wilayah. (6) Pengangguran
Setengah Menganggur, Pengangguran ini terjadi sebagai akibat dari adanya
peningkatan jumlah penduduk sehingga tenaga kerja yang ada akan berupaya
untuk mencari pekerjaan meskipun dengan waktu yang lebih sedikit.
Pengangguran tenaga kerja terdidik di negara sedang berkembang
umumnya mengelompokkan pada golongan usia muda dan yang berpendidikan.
Ada kecenderungan pengangguran lebih terpusat di kota daripada di desa.
Kelompok pengangguran ini kebanyakan adalah tenaga kerja yang baru
menyelesaikan pendidikan dan sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan
yang sesuai dengan aspirasi mereka.Selama menunggu pekerjaan yang
diinginkan, biaya mereka ditanggung oleh keluarga yang relatif mampu. Ini
mengisyaratkan bahwa masalah pengangguran di negara sedang berkembang
kurang berkaitan dengan kemiskinan
Tingkat pengangguran terdidik (Educated Unemployment rate)
merupakan rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan Diploma ke atas
(sebagai kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok
tersebut (BPS, 2008). Pengangguran tenaga kerja terdidik akan lebih terlihat
terutama dari kelompok usia muda yang baru lulus dari tingkat pendidikannya
serta mencari kerja untuk pertama kalinya. Kecenderungan meningkatnya angka
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pengangguran tenaga kerja terdidik disebabkan bahwa semakin tinggipendidikan
akan semakin tinggi pula aspirasinya untuk mendapatkan kedudukan atau
kesempatan kerja yang lebih sesuai.
Meningkatnya pengangguran tenaga kerja terdidik yaitu: (a)
Ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja
dengan kesempatan kerja yang tersedia. (b) Semakin terdidik seseorang, maka
semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman, dengan demikian
angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur dari pada mendapat
pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. (c) Terbatasnya daya
serap tenaga kerja sektor formal yang kurang beresiko. (d) Belum efisiensinya
fungsi pasar tenaga kerja.25
D.Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja
Permintaan suatu perusahaan atau industri terhadap tenaga kerja berbeda
dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa.Permintaan konsumen
terhadap barang dan jasa disebabkan karena adanya nilai guna.Permintaan
perusahaan atau industri terhadap tenaga kerja gunanya untuk membantu
memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat, dengan demikian
pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang
diproduksinya.Upah sebagaimana lazimnya diartikan sebagai harga dari tenaga
kerja, dilihat dari pihak perusahaan upah merupakan biaya yang dikeluarkan
untuk gaji buruh atau karyawan.Dilihat dari pengertian ini maka peranan upah
25 Elwin Tobing, Pengganguran Tenaga Kerja Terdidik (Jakarta: Strategis Guna Nusa,
1994), h. 134.
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sangat besar sekali dalam menentukan jumlah permintaaan maupun penawaran
tenaga kerja.26
Penawaran adalah sejumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh
produsen selama periode waktu tertentu dan harga tertentu yang besarannya
dipengaruhi oleh komoditi itu dan biaya produksi yang dikeluarkan.Penawaran
terhadap tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah
satuan tenaga kerja yang bersedia ditawarkan oleh supplier. Besarnya penyediaan
tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya
untuk proses produksi. Diantara mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya
menghasilkan barang atau jasa.Mereka dinamakan golongan yang bekerja.
Sebagian lain tergolong yang siap bekerja atau sedang berusaha mencari
pekerjaan. Mereka dinamakan pencari kerja atau penganggur.Jumlah yang
bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja.
Pengangguran terdidik merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami
hampir seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan
indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhinya seperti upah minimum,
daritingkat pendidikan diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang
berkualitas agar dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan
yang telah ditempuhnya.
Semakin tinggi kualitas seseorang maka akan semakin besar
kontribusinya bagi perusahaan, sehingga upah yang diterima juga semakin besar.
Selain itu perbedaan wilayah atau daerah pun menjadi penyebab perbedaan
26 Ananta,Aris, Masalah Penyerapan Tenaga Kerja (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), h. 19
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tingkat upah. Wilayah yang mempunyai pendapatan daerah yang tinggi tentu
akan menciptakan efek pendapatan bagi tenaga kerja karena banyaknya
perusahaan yang berkembang di daerah tersebut.
E. Prespektif Islam Tentang Pengangguran
Islam  telah memperingatkan  agar umatnya jangan sampai ada yang
menganggur dan terpeleset kejurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan
kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan
orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, ada sebuah hadist yang
mengatakan “kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Namun
kenyataannya, tingkat pengangguran di negara – negara yang mayoritas
berpenduduk muslim relatif tinggi. Meningkatnya pemahaman masyarakat
tentang buruknya pengangguran, baik bagi individu,  masyarakat ataupun negara,
akan meningkatkan motivasi untuk bekerja untuk mencari rizqi yang dijanjikan
itu, karena Allah SWT telah menciptakan “sistem”  yaitu siapa yang bekerja
maka dialah yang akan mendapatkan rizqi dan barang siapa yang berpangku
tangan  maka dia akan kehilangan rizqi.Artinya, ada suatu proses lebih serius.
Walaupun Allah telah berjanji akan menaggung rizqi kita semua, namun hal itu
bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Syarat yang
paling utama adalah kita harus berusaha yang harus dilalui untuk mendapatkan
rizqi tersebut.
Oleh karena itu semua potensi yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk
mencari, menciptakan dan menekuni pekerjaan. Muhammad Al Bahi,
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sebagaimana yang telah dikutip oleh Mursi (1997:34) mengatakan bahwa ada
tiga unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif,
yaitu:
a). Mendayagunakan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada
kita untuk bekerja, melaksanakan gagasan dan memproduksi.
b). Bertawakal kepada Allah, berlindung dan meminta pertolongan kepada-Nya
ketika melakukan suatu pekerjaan.
c). Percaya kepada Allah bahwa Dia mampu menolak bahaya, ketika memasuki
lapangan pekerjaan.
Bermalas-malasan atau menganggur akan memberikan dampak negatif
langsung kepada pelakunya serta akan mendatangkan dampak tidak langsung
terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dari kacamata makro, pengangguran
akan menyebabkan tidak optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi akibat
sebagian potensi dari faktor produksi tidak dimanfaatkan. Kelompok
pengangguran akan menggantungkan hidupnya pada orang – orang yang bekerja
sehinggan tingkat ketergantungan akan menjadi tinggi sedangkan tingkat
pendapatan perkapita akan merosot.
Tingkat Penganggur akan merasa bahwa kebutuhan hidupnya akan
barang dan jasa sudah tercukupi, sehingga mereka memilih untuk tidak bekerja
dan memilii waktu luang (leisure time)yang banyak menikmati pendapatannya
yan diperoleh dari hasil tidak bekerja walaupun mereka dari latar belakang
tamatan pendidikan yang tinggi.
Untuk menghindari dampak tersebut, maka sumberdaya yang ada harus
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dimanfaatkan untuk melakukan suatu usaha walaupun jumlahnya
terbatas.Bekerja, walaupun dengan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar
dan termasuk pada pekerjaan sektor informal, tidak menjadi halangan  karena hal
itu lebih terhormat daripada meminta-minta.
Dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan yang harus dipilih, Islam
mendorong umatnya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalm
segala bentuk seperti: pertanian, pengembalaan, berburu,industri , perdagangan
dan lain-lain. Islam tidak semata-mata hanya memerintahkan untuk bekerja
tetapi harus bekerja dengan lebih baik (insan), penuh ketekunan dan profesional.
Ihsan dalam bekerja bukanlah suatu perkara yang sepele tetapi merupakan suatu
kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. “ Sesungguhnya Allah
mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara itqan
(profesional)” (HR.Baihaqi)
Bermalas malasan atau menganggur selain mendatangkan efek negative
bagi pelaku secara langsung, juga akan mendatangkan dampak tidak langsung
terhadap perekonomian, karna penggangguran akan mengakibatkan tidak
optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi akibat sebagian potensi faktor
produksi tidak di manfaatkan, dan hanya menggantungkan hidupnya hanya
kepada orang orang yang produktif dalam bekerja.
Kebanyakan faktor yang menjadikan individu memutuskan untuk
menganggur adalah karna besarnya gaji/upah, sedangkan dalam islam selain nilai
materi ada pula nilai nilai moral yang harus di perhatikan oleh seseorang dalam
mengambil keputusan, upah atau gaji pasti dibutuhkan oleh setiap orang untuk
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memenuhi kehidupan diri dan keluarganya meskipun Allah telah menjamin
memberikan rezeki kepada semua makhluk yang telah di ciptakan.
F. Hubungan Antara Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Tedidik
Garis lengkung menunjukkan hubungan negatif antara persentase
perubahan tingkat upah dan pengangguran  yang lebih di kenal dengan sebutan
kurva Philips (Philips Curve), antara tingkat inflasi dan tingkat upah pekerja
yang dibuktikan dengan kenaikkan tingkat upah yang tinggi mengakibatkan
menurunnya tingkat penggangguran. Sebaliknya, tingkat pengangguran  yang
tinggi disertai dengan menurunnya tingkat upah (pada saat upah rendah).27
Hasil temuan A.W Philips selanjutnya dikembangkan di Amerika Serikat
oleh Paul Samuelson dan Robert Solow dengan melakukan sedikit modifikasi.
Hasil studi Paul Samuelson dan Robert Solow membuktikan adanya hubungan
negatif antara laju pertumbuhan inflasi dan laju pertumbuhan pengangguran
(tingkat pengangguran). Kurva Philips membuktikan bahwa antara stabilitas
harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan
karena harus ada trade off.
Jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, berarti sebagai
konsekwensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi.Sistem
pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan. Sistim
pengupahan di Indonesia pada umumnya berdasarkan pada tiga fungsi upah
yaitu:
27 Sadono Sukirno, Pengantar Teori  Ekonomi (Jakarta:Raja Grafimdo persada, 1994), h.
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1. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
2 .Mencerminkan imbalan atas hasil kerja sekarang.
3.Menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktifitas kerja.
G. Kerangka Pikir
Berdasarakan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis,
dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh variabel upah
minimum provinsi terhadap pengangguran terdidik di Sulawesi selatan.
Kerangka  pikir di bawah dapat  dilihat  bahwa upah minimum provinsi
merupakan salah satu penyebab terjadinya pengangguran terdidik di sulawesi
selatan.
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Gambar 1
Kerangka Pikir
SULAWESI SELATAN
Upah Minimum
Provinsi
Pengangguran
Terdidik
Model
Analisis Regresi
Sederhana
Hasil
Implikasi Penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Sulawesi Selatan secara
keseluruhan yang diambil berdasarkan dokumentasi kepustakaan, literature
literetur dan laporan lainnya sehubungan dengan pengaruh upah minimum
provinsi terhadap pengangguran  terdidik di sulawesi selatan, melalui Badan
Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sulawesi Selatan.
B. Pendekatan Penelitian
Pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian
kepustakaan(Library Research), dengan cara membaca data-data, laporan, teori,
yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
C. Jenis Penelitian dan Sumber Data
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan
ekonometrika.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, dengan menggunakan data time series yang merupakan data selama
periode 10 tahun (2003-2012). Dalam hal ini sumber data yang digunakan yaitu
data tingkat pendidikan yang tamat pendidikan tinggi diploma ke atas, tingkat
upah minimumprovinsi yang diterima oleh tenaga kerja, pendapatan pekerja dan
pengangguran berdasarkan pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan.
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D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah
riset kepustakaan (library research), Riset kepustakaan yaitu pengumpulan data
dan informasi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini melalui literatur
atau atau referensi kepustakaan.Seperti perpustakaan, Badan Pusat Statistik,
browsing internet serta berbagai sumber penerbitan seperti buku-buku ekonomi
yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Metode Ekonometrik
Metode ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
model regresi sederhana dengan metode kuadrat terkecil sederhana (Ordinary
Least Square). Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel
dependen pada satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel independen.28, Dalam
analisis ini dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan tujuan untuk
melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya.
Untuk menguji masing masing angka elastisitas tersebut digunakan uji
parsial yakni uji-t (t-test) dan untuk menguji apakah model tersebut diatas cukup
baik atau layak.
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model
analisis regresi sederhana data dengan bantuan software SPSS, dan untuk
mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel
28Damodar Gujarati, Ekonometrika Dasar (Jakarta : Erlangga, 1999). h. 67
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independen terhadap variabledependen maka digunakan uji statistik.
Metode yang digunakan untuk menerangkan kerangka dasar perhitungan
hubungan antara Upah Minimum Provinsip, dengan tingkat pengangguran
terdidik didasarkan analisa regresi sederhana yang digunakan untuk mengetahui
besarnya pengaruh terhadap perubahan suatu variabel untuk menguji model
tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan.Untuk menyederhanakan
perhitungan dengan menggunakan metode ekonometrika, maka variabel terikat
merupakan tingkat pengangguran terdidik dengan lambang (Y). Variabel bebas
adalah Upah Minimum provinsi (X1), selanjutnya akan di analisis dengan cara
sebagai berikut:
Y= f ( X1) ...................................................... (3.1)
Fungsi kemudian di estimasi ke dalam bentuk persamaan linear sebagai
berikut :
Y = β0 + β1 X1 + ei ....................................................(3.2)
Dimana :
Y = Tingkat Pengangguran Terdidik dalam satuan %
β = Konstanta
β1 = Parameter yang akan di estimasi
X1 = Upah Minimum provinsi dalam satuan rupiah
ei = Kesalahan Random
Karena terdapat perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas
dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model
logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural adalah sebagai
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berikut:
1. Menghindari adanya heteroskedastisitas.
2. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas.
3. Mendekatkan skala data.
Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah logaritma
natural, Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut:
Ln Y = β0 + β1 Ln X1 + ei……….(3.3)
Dimana :
LnY = Logaritma Natural Tingkat Pengangguran Terdidik
β0 = Konstanta
β1 = Parameter yang akan di estimasi
lnX1 = Logaritma Natural Upah Minimum provinsi
Ei = Kesalahan Random
Selanjutnya untuk menguji tingkat singnifikan dari variabel independen.
1. Uji Koefisien Determinasi (R-Square/ R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh
variabel-variabel independen (upah minimum provinsi ) secara bersama-sama
mampu memberikan penjelasan mengenai variabel dependen (pengangguran
terdidik).
2. Uji Analisis Struktural (T-Test)
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel
independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan
terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-
masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada
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variabel dependen secara nyata.
Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai t-hitung yang
didapat dari tabel coefficient dengan tingkat kesalahan sebesar 5% (a=0,05) dan
derajat kebebasan atau degree of freedom (df) sebesar (n-k) dengan ketentuan
pengambilan keputusan Jika t-hitung < t-tabel maka H0 diterima danHa ditolak
(tidak signifikan). Jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima
(signifikan).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan
1. Kondisi Geografis Sulawesi Selatan
Secara geografis wilayah darat Propinsi Sulawesi Selatan dilalui oleh
garis khatulistiwa yang terletak antara 0012’~80 Lintang Selatan dan 1160
48’~122’ 36’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat di
sebelah utara dan Teluk Bone serta Propinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur,
serta berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat dan Laut Flores di
sebelah timur. Luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan khususnya wilayah
daratan mempunyai luas kurang lebih 45.519,24 km2, dimana sebagian besar
wilayah daratnya berada pada jazirah barat daya Pulau Sulawesi serta sebagian
lainnya berada pada jazirah tenggara Pulau Sulawesi.
2. Kondisi Geologi Sulawesi Selatan
Struktur geologi batuan di Propinsi Sulawesi Selatan memiliki
karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan
yang bervariasi. Struktur dan formasi geologi wilayah  Propinsi Sulawesi Selatan
terdiri dari volkan tersier, Sebaran formasi volkan tersier ini relatif luas mulai
dari Cenrana sampai perbatasan Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles)
sampai Pegunungan Molegraf, Pegunungan Perombengan sampai Palopo, dari
Makale sampai utara Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai
Tanjung Pattiro, di deretan pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru
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sampai Bukit Matinggi. Batuan volkan kwarter, Formasi batuan ini ditemukan di
sekitar Limbong (Luwu Utara), sekitar Gunung Karua (Tanah Toraja) dan di
Gunung Lompobatang (Gowa).  Kapur kerang terdapat di sebelah barat
memanjang antara Enrekang sampai Rantepao, utara Parepare, di Pegunungan
Bone Utara sebelah barat Watampone, bagian barat Pulau Selayar, dan di
Tanjung Bira (Bulukumba).  Alluvium kwarter, dijumpai di dataran sepanjang
lembah sungai antara Sungai Saddang dan Danau Tempe, Sungai Cenrana di
dataran antara Takalar-Sumpang Binangae (Barru), di selatan Parepare, di
dataran Palopo-Malili, di selatan Palopo sampai Umpu, di sekitar Sinjai serta di
Rantepao (Tana Toraja) dan Camba (Maros).
Sekis hablur, formasi ini ditemukan di beberapa tempat seperti di bagian
barat Sabbang (Luwu Utara), Pegunungan Latimojong, di sebelah Tenggara
Barru dan di Bukit Tanjung Kerambu di Kabupaten Pangkep.Batuan Sedimen
Mesozoikum, formasi ini di temukan di daerah tanah toraja (Pegunungan
Kambung dan di sebelah barat Masamba) batuan terdiri dari serpih, napal, batu
tulis, batu pasir, konglomerat yang umumnya berwarna merah, ungu, biru, dan
hijau.  Batuan plutonik basa, dijumpai di bagian timur Malili dan tersebar
sebagai intrusi antara lain di bagian utara Palopo, di Gunung Maliowo dan
Gunung Karambon. Batuan plutonik masam, ditemukan di sekitar Sungai
Mamasa, sedangkan granodiorit dijumpai di Barat laut Sasak.Di antara Masamba
dan Leboni.Batuan sediment Paleogen, tersebar di bagian Utara Propinsi
Sulawesi Selatan, yaitu di bagian Timur Pangkajene sampai di Timur Maros,
memanjang di bagian Timur Lembah Walane dan di Tenggara sungai Sumpatu.
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Batuan sedimen Neogen, penyebarannya di sekitar Lodong, sebelah Timur
Masamba memanjang dari Utara Enrekang sampai Pompanua, dari Sengkang ke
Tenggara sampai Rarek dan ke Selatan sampai Sinjai, di Pulau Selayar bagian
Timur dan di Selatan Sinjai sampai Kajang.
3. Kondisi Klimatologi Sulawesi Selatan
Propinsi Sulawesi Selatan terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan
musim kemarau, dimana musim hujan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang
lain. November sampai Maret angin bertiup sangat banyak mengandung uap air
yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik sehingga pada bulan-bulan
tersebut sering terjadi musim hujan.  Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut
Oldeman, Propinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu :
Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan
rata-rata 3500-4000 mm/tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah
Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.Tipe Iklim B,
termasuk iklim basah dimana Curah hujan rata-rata 3000-3500 mm/tahun.
Wilayah tipe ini terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi Kabupaten Tana Toraja, Luwu
Utara, Luwu Timur, Tipe B2 meliputi Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng.  Tipe
iklim C termasuk iklim agak basah dimana Curah hujan rata-rata 2500 – 3000
mm/tahun.Tipe iklim C terbagi 3 yaitu Iklim tipe C1 meliputi Kabupaten Wajo,
Luwu, dan Tana Toraja.Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng,
Barru, Pangkep, Enrekang, Maros dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri
dari Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa,
Enrekang, Tana Toraja, Parepare, Selayar. Tipe iklim D dengan curah hujan rata-
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rata 2000-2500 mm/tahun.Tipe iklim ini terbagi 3 yaitu wilayah yang masuk ke
dalam iklim D1 meliputi kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja,
dan Enrekang.Wilayah yang termasuk ke dalam iklim D2 terdiri dari kabupaten
Wajo, Bone, Soppeng, Sinjai, Luwu, Enrekang, dan Maros.Wilayah yang
termasuk iklim D3 meliputi kabupaten Bulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto,
Takalar, Sinjai dan kota Makassar.Tipe iklim E dengan Curah hujan rata-rata
antara 1500–2000 mm/tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim
kering.Tipe iklim E1 terdapat di kabupaten Maros, Bone dan Enrekang.Tipe
iklim E2 terdapat di kabupaten Maros, Bantaeng, dan Selayar.29
4. Populasi Penduduk
Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap
pertumbuhan angkatan kerja, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah
penduduk akan memperbanyak jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah
angkatan kerja di suatu daerah merupakan faktor yang positif dalam
merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semakin banyak jumlah
angkatan kerja yang bekerja maka tenaga kerja tersebut semakin produktif
yang pada akhirnya bisa meningkatkan output daerah.
Berdasarkan tabel 2 dibawah dapat dilihat jumlah penduduk di Propinsi
Sulawesi Selatan yang berusia produktif 15-55 tahun, periode tahun 2004-
2013.Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.
29Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, 2014
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Tabel 3
Populasi Penduduk produktif yang berusia 15-55 tahun
Propinsi  Sulawesi Selatan,Tahun  2004-2013
Tahun
Populasi Penduduk Pertumbuhan
Rata-Rata
(Jiwa) (%)
2004 2.783.364 - -
2005 2.987.658 7,33 0,16
2006 3.139.320 5,07 0,11
2007 3.312.177 5,5 0,12
2008 3.447.879 4,09 0,09
2009 3.536.920 2,58 0,06
2010 3.636.920 2,82 0,06
2011 3.762.341 3,44 0,08
2012 3.987.852 5,99 0,13
2013 3.291.280 21,16 0,15
Jumlah 33.885.711 42,84 1,00
Sumber : Badan Pusat Statistik(BPS) Propinsi Sulawesi Selatan,2014
Populasi penduduk berusia produktif yang beuria15–55 tahunPropinsi
Sulawesi Selatan tahun 2004 adalah sebesar 2.578.943 jiwa meningkat menjadi
2.783.364 jiwa tahun 2004, tahun 2005 meningkat menjadi 2.783.364 jiwa, tahun
2006meningkat menjadi3.139.320 jiwa, tahun 2007 meningkat menjadi
3.312.177 jiwa, tahun2008 meningkat menjadi 3.447.879 jiwa, tahun 2009
meningkat menjadi 3.536.920 jiwa, tahun 2010 meningkat menjadi 3.636.920
jiwa tahun 2011 meningkat menjadi 3.762.341 jiwa, tahun 2012 meningkat
menjadi 3.987.852. Sedangkan jika dilihat dari pertumbuhan populasi penduduk
yang berusia produktif yang berusia 15-55 tahun  Propinsi Sulawesi Selatan
periode tahun 2003 sampai 2012 terlihat mengalami pertumbuhan yang
berfluktuatif dimana pertumbuhan terbesar yaitu pada tahun 2004 yaitu tumbuh
sebesar 7.92% sedangkan pertumbuhan terendah yaitu pada tahun 2009 yaitu
tumbuh sebesar 2.58%.
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Tabel. 4
Populasi Penduduk produktif yang berusia 15-55 tahun
Propinsi Sulawesi SelatanTahun  2004-2013
Tahun Bekerja
(orang)
Pertumbuhan
(%)
Tidak Bekerja
(orang)
Pertumbuhan
(%)
2004 2.358.527 - 220.416 -
2005 2.476.267 4.99 307.097 39.33
2006 2.658.375 7.35 329.283 7.22
2007 2.738.632 3.02 400.688 21.68
2008 2.939.463 7.33 372.714 (6.98)
2009 3.136.111 6.69 311.768 (16.35)
2010 3.222.256 2.75 314.664 0.93
2011 3.272.365 1.56 364.555 15.86
2012 3.520.325 7.58 242.016 (33.61)
2013 3.732.356 6.02 255.496 5.57
Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sulawesi Selatan,2014
Pertumbuhan populasi penduduk berusia produktif yang berusia 15-55
tahun Propinsi Sulawesi Selatan yang bekerja dan tidak bekerja(menganggur)
juga terlihat mengalami perkembangan yang berfluktuatif, jumlah penduduk
yang bekerja di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 adalah sebesar 2.358.527
jiwa, tahun 2013 jumlah populasi yang bekerja mencapai 3.732.356 jiwa,
sedangkan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk yang bekerja yang terbesar
adalah tahun 2012 yaitu tumbuh sebesar 7.58% sedangkan pertumbuhan terendah
yaitu tahun 2011 yaitu hanya tumbuh sebesar 1.56%, sedangkan penduduk usia
15-55 tahun yang tidak bekerja juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif
dengan populasi penduduk yang tidak bekerja terbesar yaitu tahun 2007
sebanyak 400.688 jiwa, sedangkan yang terendah yaitu tahun 2004 sebanyak
220.416 jiwa.
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B. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Perkembangan Pengangguran Terdidik di Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar dan sebagai pusat
pengembangan dan pelayanan pembangunan di wilayah Kawasan Timur
Indonesia terletak antara 0012" - 80 Lintang Selatan dan 116048" - 122036"
Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi
Tenggara
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 6.236.171 km persegi
yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota yang terdiri dari 275 kecamatan. Secara
geografis provinsi Sulawesi Selatan membujur dari Selatan ke utara dengan
panjang garis pantai mencapai 2500 m. Jumlah penduduk berdasarkan data
statistik dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan jumlah penduduk yang terdaftar
sebanyak 8.034.776 jiwa.
Kemajuan perekonomian negara yang diukur dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi (GDP) telah menunjukkan bahwa pengangguran tetap, menjadi
ancaman terbesar.Hal ini pernah diduga oleh Standing (1978; 124) bahwa sebab
dari pengangguran adalah perubahan struktur industri, ketidakcocokan
keterampilan, ketidakcocokan geografis, pergeseran demografis, kekakuan
institusi, tidak bisa dipekerjakan, dan pengangguran oleh adanya restrukturalisasi
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kapital.
Hampir sama semua ahli ekonomi menduga bahwa pengangguran banyak
dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi seperti tingkat penanaman modal,
tingkat permintaan, dan tingkat upah yang ada. Sedangkan ahli sosial
mempunyai dugaan bahwa disamping variabel-variabel ekonomi, ada variabel-
variabel sosial yang mempengaruhi tingkat pengangguran.salah satu variabel non
ekonomi yang menjadi perhatian ahli sosial adalah pendidikan.Jumlah tamatan
pendidikan atau jenis pendidikan diduga bisa mempengaruhi keengganan
terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu.
Pengangguran terdidik salah satu masalah di Sulawesi Selatan, yang
menjadi masalah serius adalah bagaimana pengangguran yang ada ini bukan
cuma pengangguran yang  memang tidak lanjut sekolah karena ketiadaan biaya
tapi yang memprihatinkan adalah mereka yang tidak bekerja tetapi latar
belakang pendidikan mereka tinggi atau lulusan akademi atau universitas.
Pertumbuhan pengangguran terdidik yang mengalami fluktuasi akibat dari
semakin banyaknya lulusan para perguruan tinggi yang belum mendapatkan
kesempatan kerja.Para lulusan pendidikan tinggi yang diharapkan mampu
meminimalisir pengangguran di Sulawesi Selatan juga tidak mampu terserap ke
dalam lapangan kerja yang ada.
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Tabel 5
Tingkat Pengangguran Terdidik di Sulawesi Selatan periode 2003-2012
Berdasarkan Tabel 5 di atas, tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi
selatan selama tahun 2003-2012 mengalami penurunan dari 8,78% pada tahun
2003 menjadi 5,87 % pada tahun 2012. Penurunan ini di sebabkan menurunnya
jumlah pencari kerja lulusan diploma ke atas dari 299.895 pada tahun 2003
menjadi 208.983 pada tahun 2012.
Tingkat Pengangguran terdidik pada tahun 2007 sampai 2012 mengalami
penurunan secara terus menerus, dimana pada tahun 2007 tingkat pengangguran
terdidik mencapai 11,25 kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 5,87. Ini
berarti dari tahun 2007 sampai 2012 tamatan perguruan tinggi diploma ke atas
banyak terserap lapangan pekerjaan dan pemerintah berhasil untuk menurunkan
tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan dengan menciptakan lapangan
pekerjaan yang lebih banyak.
TAHUN
JUMLAH PENCARI
KERJA TAMATAN
DIPLOMA KE ATAS
ANGKATAN
KERJA
PENGANGGURAN
TERDIDIK(%)
2003 299.895 3.412.968 8.78
2004 339.658 3.521.854 9.64
2005 362.589 3.652.147 9.92
2006 371.243 3.698.547 10.03
2007 372.714 3.312.177 11.25
2008 311.768 3.447.879 9,04
2009 314.664 3.536.920 8,90
2010 298.952 3.571.317 8,37
2011 236.926 3.612.424 6,56
2012 208.983 3.560.891 5,87
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2013
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2. Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-
2012
Upah merupakan perolehan jasa yang diterima karyawan atas hasil
kerjanya.Sejak bergulirnya era tahun 1980-an, pola hubungan industrial telah
mengalami perubahan yang memungkainkan bagi para pekerja untuk
memperjuangkan berbagai hak, Kebebasan untuk menyuarakan berbagi keluhan
seperti kondisi kesehatan, keselamatan kerja perlakuan yan tidak adil dan
peningkatan keseahteran termasuk penentuan upah minimum.
Upah minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh para
pengusaha atau  pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai,
karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.pemerintah
mengatur pengupahan melalui peraturan menteri tenaga kerja No.05/men/1989
tangal 29 mei 1989 tentang upah minimum..
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Tabel 6
Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi
Selatan 2003-2012
Pada tabel 6 di atas dapat kita lihat tingkat upah minimum Provinsi
Sulawesi Selatan selama tahun 2003 sampai 2012 mengalami kenaikan terus
menerus dari tahun ketahun. Dimana pada tahun 2003 upah minimum di
Sulawesi Selatan sebesar Rp375.000,- perbulan, kemudian pada tahun 2004 upah
minimum sulawesi selatan sebesar Rp415.000,- perbulan atau naik sekitar
10,67%. Dan pada tahun 2006-2007 mengalami kenaikan dimana upah minimum
pada saat 2006 sebesar Rp510.000,- sedangkan pada tahun 2007 upah minimum
sebesar Rp612.000,- yang berarti naik sekitar 20%. Pada tahun 2010 upah
minimum naik sebesar Rp1.000.000,- sampai dengan tahun 2012 upah minimum
mencapai angka sebesar Rp1.200.000,- perbulan.
TAHUN UPAH MINIMUM PROVINSI (Rp) PERTUMBUHAN(%)
2003 375000 -
2004 415000 10,67
2005 455000 9,63
2006 510000 12,08
2007 612000 20
2008 679200 10,98
2009 950000 39,87
2010 1000000 5,26
2011 1100000 10
2012 1200000 9,09
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan,2013
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C.Hasil Analisis Data
Berdasarkan hasil olah data diperoleh  hasil dibawah :
Tabel 6
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std.
Error
Beta
1
(Constant) 6.539 1.537 4.254 0.03
upah
minimum
-.326 115 -.710 -2.849 .022
a. Dependent Variable: Y
Dari   hasil perhitungan diatasdiperoleh persamaan= , + ,
Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 6,539
menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan nilai upah minimum di Propinsi
Sulawesi Selatan, maka pengangguran terdidik sebesar 6,539. Sedangkan nilai
koefisien regresi sebesar 0,326 menyatakan bahwa setiap peningkatan upah
minimum di Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 1 % maka pengangguran terdidik
akan menurun sebesar 0,326% dan sebaliknya, jika terjadi penurunan upah
minimum di Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 1% maka pengangguran
terdidikakan meningkat sebesar 0,326%. Dimana kenaikan atau penurunan upah
minimum di Propinsi Sulawesi Selatan akan mengakibatkan kenaikan atau
penurunan pada pengangguran terdidik.
56
.
1. Analisis Korelasi(R2)
Dari hasil pengolahan data melalui SPSS 21, diperoleh nilai koefisien
korelasi sebesar 504 yang artinya bahwa besar hubungan antara variabel upah
minimum dengan pengangguran terdidik di Propinsi Sulawesi Selatan
menunjukkan hubungan yg cukup kuat.
Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan spss 21 hasilnya adalah
sebagai berikut :
Tabel 7
Model Summaryb
Mode
l
R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1 .710a .504 .442 .1.4782 .853
a. Predictors: (Constant), upah minimum
b. Dependent Variable: pengangguranterdidik
Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai R Square sebesar 0,504 yang
artinya bahwa 50% variasi perubahan pengangguran terdidk dapat dijelaskan
oleh variabel upah minimum di Propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan selebihnya
sebesar 50 % dipengaruhi oleh variabel lain.
Untuk menguji hipotesis bahwa variabel upah minimum di Propinsi
Sulawesi Selatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran
terdidik di Propinsi Sulawesi Selatan maka dilakukan Uji t.
Adapun hipotesis yang diajukan adalah :H : β = 0 : Tidak terdapat pengaruh positif dan  signifikan variabel upah
minimum terhadap pengangguran terdidik di Propinsi Sulawesi
Selatan
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H : β ≠ 0 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel upah
minimum terhadap pengangguran terdidik di Propinsi Sulawesi
Selatan
Proses pengujian dilakukan dengan Jika thitung ≥ ttabel, maka Ho tolak dan
sebaliknya thitung ≤ ttabel, terima Ho Dengan taraf signifikan : a = 0,05.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Nilai thitung sebesar 2,849
sedangkan nilai ttabel sebesar 2,31. Dengan demikian  nilai thitung lebih besar dari
nilai ttabel(2,849≥ 2,31) maka dapat disimpulkan bahwa H ditolak dan H
diterima. Atau dengan melihat nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.02
lebih kecil dari α = 0,05 (0,02<0,05).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
upah minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap pengangguran
terdidik di Propinsi Sulawesi Selatan.Hipotesis dalam penellitian ini diterima.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Propinsi
Sulawesi Selatan, nilai koefisien regresi sebesar 0,326 menyatakan bahwa setiap
kenaikan upah minimum di Propinsi Sulawesi Selatan sebesar  1 %  maka
pengangguran terdidik menurun 0,326% dan sebaliknya jika terjadi penurunan
upah minimum di Propinsi Sulawesi Selatan maka pengangguran terdidik akan
meningkat sebesar 0,326%. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis dalam
penelitian ini diterima, dengan demikian ada pengaruh variabel upah minimum
terhadap penggangguran terdidik di Sulawesi selatan.
58
.
Dari hasil pengolahan data diperoleh  nilai R Square sebesar 0,504 yang
artinya bahwa 50% variasi perubahan pengangguran terdidk dapat dijelaskan
oleh variabel upah minimum di Propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan selebihnya
sebesar 50 % dipengaruhi oleh variabel lain.
Hasil yang diperoleh tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan
A.W  Philips dalam kurva philips yang menunjukkan adanya hubungan negatif
antara perubahan tingkat upah dengan pengangguran. Kenaikan tingkat upah
yang tinggi mengakibatkan menurunnya tingkat pengangguran, sebaliknya
tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan menurunnya tingkat upah
(pada saat upah rendah). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang
pernah dilakukan oleh Merizal tahun 2008 dengan judul analisis pengaruh
pendidikan dan upah minimum terhadap pengangguran terdidik di Kabupaten
semarang. Hasil analisis regresi menunjukkan apabila tingkat Upah Minimum
naik, maka akan menurunkan jumlah pengangguran terdidik.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Hasil pengujian hipotesis melalui uji-t diperoleh bahwa variabel upah
minimum provinsi berpengaruh terhadap jumlah pengangguran terdidik
di Sulawesi selatan, hal ini di tunjukkan dengan tingkat signifikansi
sebesar 0.02 yang lebih kecil dari 0.05, dan variabel upah minimum
provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran
terdidik di Sulawesi selatan.
2. Nilai R2 sebesar 0.504 hal ini berarti 50 % variabel upah minimum
provinsi berpengaruh terhadap jumlah pengangguran terdidik di
Sulawesi selatan.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menekan tingkat pengangguran terdidik disarankan bagi
pemerintah lebih meningkatkan lapangan kerja bagi penganggur terdidik
dan juga pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan bagi pencari
kerja memiliki kualitas dan skill serta menguasi teknologi.
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2. Perlu menanamkan jiwa kewirausahaan bagi kelompok pencari kerja
dengan pendidikan tinggi agar pengangguran terdidik dapat memberikan
solusi dalam menciptakan pekerjaan. Karenanya, pencari kerja yang
memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dituntut untuk lebih
kreatif dan innovatif.
3. Meningkatkatnya mutu sumber daya manusia akan menurunkan tingkat
pengangguran terdidik, diharapkan dengan ditingkatkan fasilitas
teknologi dan infrastruktur pendukung yang memadai bagi pelajar
maupun mahasiswa dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia, hal
ini membuktikan bahwa semakin terserap penganggur terdidik didunia
kerja dengan mempunyai kualitas yang tinggi.
4. Pemerintah juga lebih memperhatikan masalah pengangguran terdidik di
Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan. Pemerintah perlu membangun
suatu sistem yang mengelola seluruh informasi pasar kerja. Pemerintah
harusnya bias menciptakan pendidikan alternatif untuk membuka dan
menambah ilmu pengetahuan para pencari kerja agar bias bersaing dalam
pasar kerja.
5. Bagi penelitian selanjutnya dengan masalah pengangguran terdidik
disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan
variabel independen lainnya. Serta memperpanjang periode penelitian dan
menggunakan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil
penelitian yang lebih bisa mendekati fenomena sesungguhnya.
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Data Variabel-variabel Penelitian
Tahun Pengangguran Terdidik Upah Minimum
Provinsi
2003 8,78 375000
2004 9,64 415000
2005 9,92 455000
2006 10,03 510000
2007 11,23 612000
2008 9,04 679200
2009 8,90 950000
2010 8,37 1000000
2011 6,56 1100000
2012 5,87 1200000
Hasil Logaritma Natural
Tahun LN Pengangguran Terdidik
(Y)
LN Upah Minimum
Provinsi (X1)
2003
2.17 12.83
2004 2.27 12.94
2005 2.29 13.03
2006 2.31 13.14
2007 2.42 13.32
2008 2.20 13.43
2009 2.19 13.76
2010 2.12 13.82
2011 1.88 13.91
2012 1.77 14.00
Lampiran 2, Hasil regresi sederhana
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
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B Std.
Error
Beta
1
(Constant) 6.539 .1.537 4.254 .0.03
upah
minimum
-3.26 .115 -.710 -2.849 .022
a. Dependent Variable: Y
Summaryb Model
Mode
l
R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Durbin-Watson
1
.710a .504 .442 .1.4782 .853
a. Predictors: (Constant), upah minimum
b. Dependent Variable: pengangguran terdidik
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